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Perihal

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

B^dj^atria Dewantoro, S, H. , warga negara Indonesia, Profesi Advokat
berkedudukan ofDari Kantor Hukum/Law Office Budi Satria Dewantoro & Partners

Jl. Kelapa Sawit 11 No. 5, RT 01.01RW 01.0, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman,
Jakarta Timur-DKIJakarta 3.3120, Telp. 021-8566057/08/29/299922 Yang berdasarkan
Sur^t Kuasa Khusus terrangga1 22 Desember 201.6 bertindak sendiri untuk dan atas

: Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor36Tahun 1,999TentangTelekomunikasiTerhadap
Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1,945

Jakarta Timur ,3120, Indonesia

TIP:02, .8566057, HP:08,291299922
e-mailssamadhawantara, ,3@ginall. corn
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nama, masing-masing:

'sariiP

_,, 6620/9
o. 71^,\3-02

: Rusdi

:Indonesia

: Swasta/SopirAngkutan Urnum
:11, Kampung Pabuaran, RT 0021RW 008, Kel. Pabuaran,
Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor-jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut Pemohon I

Nama

Kewarganegaraan
Pekerjaan
A1amat

)<u t?

: Anfin NurCahyono
:Indonesia

: Swasta

: 11. Gandaria 111, RT 01.21RW 002, Kel. Pekayon,
Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur-DKliaKarta

Untuk selanjutnya disebut Pemohon "

Nama

Kewarganegaraan
Fekerjaan
A1amat

\
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'0010m holsuotu Undong-Undong didugo bertentongon dengon Undong-
Undong DOSor Negoro Republik Indonesio Tobun 1945, pengujionnyo
di/okuk@n o1eh MahkomohKonstitusi. "

5. Bahwa objek Permohonan Pengujian Undang"Undang (Pengujian Materiil) ini
adalah Pasa1 381uncto Pasa1 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 1999Tentang Telekomunikasi, (Bukti P2 dan BuktiP2A)

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, inaka
Mahkamah Konstitusi beMenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan
In I.

11. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN

STANDING).

I. Bahwa Pasa1 51 ayat (1) Undang-Undang Repub!ik Indonesia Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8
Tahun 201.1 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa'Pemohon adoloh pihok
yanghok don otou kewenongon konstitusionolnyo, ternh dirugikon o1eh
herJukunyo undong-undong", yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang

yang me in punyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau
d. Iembaga negara.

HUKUM PEMOHON (LEGAL

Seianjutnya Penjelasan Pasa1 5L ayat (L) UU MK menyatakan, "fung
dimoksuddengon 'hok konstitusionol" odoloh hok-hok yong diotur dojom
Undong-Undong DOSorNegoroRepubliklndonesio Tohun 2945. ;

2, Bahwa seiak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU-1/1/2005 hingga
saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat
dikatakan adakerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksuddalam Pasa1 51. ayat (1) UU MK harus dipenuhi
syarat"syarat sebagai berikut:

a. adanYa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon Yang
diberikan o1eh UUD 1,945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah
dirugikan Dieh berlakunya Undang-Undang yang chinohonkan pengujian;

\
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c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial Yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan tenadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat ICOusol verbond) antara kerugian
dimaksuddengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;

e. adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
inaka kerugian. konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, inaka terdapat dua
syarat Yang harus dipenuhiuntuk menguji apakah Pemohon meinilikilegol
standing dalam perkara Pengujian Undang-Undang. SYarat pertaina adalah
kualifikasi untuk behindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam
Pasa1 5L ayat (1) un MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon tersebut dirugikan o1eh berlakunya suatu Undang-
Undang;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas kedudukan hukumPara
Feinohon da!am perkara o quo, dikualifikasikan sebagai perorangan warga
negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa1 51 ayat (1) UU
MK. 01eh karena itu, Pemohon meinpunyai kualifikasi sebagai Pemohon
Pengujian Undang-Undang. IBukti P-6A dan Bukti P7A)

5, Bahwa Pemohon ladalah berprofesisebagaiSupir Angkutan Urnum (angkot)
yang menghabiskan sebagian besar wattunya untuk mencari nafkah atau
beraktifitas dijalan raya. (BukLi P-6B dan Bukti P-6C)

6, Bahwa Feinohon " selain sebagai pekerja swasta juga aktif diorganisasi
kernasyarakatan di Kota Depok. Dengan aktifitasnya tersebut Pemohon 11
yang biasa menggunakan kendaraan sepeda motor, yang seringkali be reda di
jalan raya. (Bukti P-7Bj

7. Bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para
Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Adapun Para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia Yang

meiniliki hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana
ketentuan pada Pasa1 27 ayat (1) UUD ^945 yang menyatakan, "Segolo

bersomoon kedudukonnyo of doloin hukum donworgo negoro

pemerintohon don wonb menjunjung hukum don pemerintohon itu
dengon tidok udo kecuolinyo dan Pasa1 280 ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan, "setiop orong berhok otos pengokuon, joininon,
perlindungon, don kepostion hukum yong odil serto perlokuon yong
sumo ofhodopon hukum";

b* Bahwa Para Pemohon yang o1eh karena tuntutan pekerjaan atau
aktifitasnya chia!an raya, sewaktu-waktu disaat mengemudikan
keridaraannya (mobil/angkot) dan atau sepeda motor dapat mengalami
kecelakaan dengan menabrak dan mengakibatkan rusaknya fisik
jaringan telekomunikasi inilik penge!o1a telekomunikasitertentu disuatu
tempat tertentu, seperti tiang telepon, menara (tower), atau rumah
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kabel (RK). Hal mana akibat rusaknya ianngan telepon yang tanpa
disengaja tersebut, Para Pemohon berpotensi dikenakan ketentuan
Pasa1 38 Iuncto Pasa1 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 1999TentangTelekomunikasi.

Pasalc. Bahwa dengan potensi dikenakannya ketentuan Pasa1 38 Iuncto
55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1,999 Tentang
Telekomunikasi Para Pemohon berpotensi dihukum dengan sanksi
pidana dan atau denda yang berat.

d. Bahwa sebagaimana daiil pada huruf c diatas kerugian potensial dan
Para Pemohon jelas dapat tenadi dan ada hubungannya dengan
diberlakukannYa ketentuan Pasa1 38 Juristo Pasa1 55 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
Selain daripada itu Para Feinohon dengan mengetahui ancainan pidana
Yang beret baik pidana penjara dan atau denda yang diterapkan o1eh

meinbuat Para Pemohon meresa khawatir, jika sewaktu-UU o quo

waktu dapat dikenakan sanksitersebut.
e. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon ini sangat

dimungkinkan menjamin perlindungan terhadap Para Pemohon dari
kerugian Potensial sebagaimana diuraikan diatastidak akan tenadi.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukan jelas Pemohon meinpunyai
kedudukan hukum tiegolstonding) untuk bettindaksebagai Pemohon da!am
Permohonan pengujian undang-undang ini, baik sebagai perorangan warga
negara Indonesia, inaupun sebagai warga negara Yang hak konstitusinya
setidak-tidaknya secara potensial dapat dirugikan o1eh berlakunya dalam hal
ini Pasa1 38 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 36 Tahun 1.999
Tentang Telekomunikasi.

>
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1/1 . ALASAN PERMOHONAN PENGU, IAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
1,999TENTANG TELEKOMUNIKASl

A. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PASAL 38 IUNCTO PASAL 55 UNDANG-
UNDANG NOMOR36TAHUN 1,999TENTANGTELEKOMUNIKASl
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I. Bahwa Pasa1 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun ,. 999 Tentang
Telekomunikasi berbunyi:(Bukti P-2)
"Setiop Qinng dimrong melokukon perbuoton yang dopot
menimbulk@n gongg"on fisik don elektromognetik terh@dop
penyelenggor@on telekomunikost".

2. Bahwa Iebih Ianjut Penjelasan Pasa1 38 UU 36 Tahun 1,999 menyatakan:
'Perbuoton yang dopot meatmbulkon gangguon tech@dop
penyelengg@roan telekom"nikosidapotberupo:

Ha!am an 5 dari 1.9
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o1ti"daka, , lisik yang menimbulk@in ker"soka, , s""tu ionngan
telekomunik@sisehingg@luringon tersebuttid@k dopot bedungsi
seb"goimonosemestiny";

bitindok@n 1751k yang meng@kibotk@n hub"rig@n
tid@kbe, johnsebog@jin"namestinyo; b

c)penggunoon o10t telekomunikosi yong tidok sesuoi dengon
persyoroton teknisyongberloku;

d) pengggunooon o10ttelekomunikosiyong bekeno dengon gelombog
rodio yang tidok sebogoimono mestinyo sehinggo menimbulkon
gongguon terhodoppenyelenggoroon telekomunikosiloinnyo, otou

e) penggunoon o10t bukon telekomunikosi yong tidok sebogoimono
mestinyo sehinggo menimbulkon pengoruh teknis yong tido
dikehendokisuotupenyelenggoroon telekomunikosi".(Bukri P-2A)

3. Bahwa ketentuan Pasa1 55 UU 36 Tahun 1999 menyatakan:
Borongsi@pay@rig melongg"rketent"on seb@goimon@dimaksud darn
POS@138, dipid@rig deng@n pid@rig peril@in paling min0 6 (enom} toh"n
don aton dend" paling bony@k 11p. 600.000.000 (enam rutus juto
rupiahj. (vide Bukti P-21
aahwa daiam ruinusan pasa1 38 UU o quo terdapat tiga unsur po o ,
me liputi:

(1) unsur setiap Drang (unsur subyektif);
(2) unsur meIakukan perbuatan Yang berakibat terhadap timbulnya

gangguan penyelenggaraan telekomunikasi(obyektif); dan
unsur menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik
terhadap penyelenggaraan telekomunikasi(obyektif);

5. Bahwa unsur Yang sama juga terdapat daiam Pasa1 55 UU a quo
(sekalipun dalam Pasa1 55 UU o quo tersebut menggunakan frasa "barang
siapa" yang mein punyai konotasi yang sama dengan frasa "setiap Drang'
pada Pasa1 38 UU o quo yang artinya untuk menunjuk pada suatu
pertanggungjawaban dan subyek hukum), karena merupakan norma yang
mengatur mengenai ancainan pidana untuk perbuatan-perbuatan Yang
dilarang dalam Pasa1 38 UU o quo;

6. Bahwa terkait unsur "setiap orang" atau "bareng siapa" Pada Pasa138
juncto Pasa1 55 UU oquo juga tidak memberi pemisahan unsur-unsur
subyektif dan perbuatan pidana (delik) yang dapat dikualifikasi sebagai
delik kesengajaan (chius/opzet) dan delik kealpaan (CUIvo/schuld).
Bahwa unsur Yang juga menjadi permasalahan kernudian adalah rasa
"perbuoton yong dopot menimbulkon gongguon itsik. .. techodop
penyelenggoroon telekomunikost" Yang terdapat daiam Pasa1 38 juncto
Pasa1 55 UU o quo, meruinuskan perbuatan pidana (delik) dengan tidak
jelas/samar-samar dan Iuas.

8. Bahwa dalam penjelasan Pasa1 38 UU o quo menjelaskan, ,erbuoton
yang dripot menimbulkon gongguon techodop penyelenggoroon
komunikosidopotberupo:
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OJTindokon lisik yang menimbulkon kerusokon suotu 10nngon
telekomunikosi sehinggo luringon tersebut tidok dopot bedungsi
sebogoimonosemestinyo;

~ by Tindokon fistk yang mengokibotkon hubungon telekomunikositidok
bellolon sebogoimonosemestinyo.

Bahwa Iebih Ianjut penjelasan Pasa1 38 UU o quo juga tidak menje as an
dengan terang apakah yang dimaksud dengan frase tidok dopat
belt"rigsi seb"galm"n@ seinestiny@" dan frase 'tid"k bermlon
seb@galm@rin seinesti"yd'itu bersifat permanen atau hanya sementara
(temporer/sesaat), apakah itu rusak be rat atau rusak ringan.
Bahwa perilelasan ketentuan Yang demikian itu dapat ditafsirkan dengan
bebas dan terbuka o1eh penguasa dan penyelenggara telekomuni asi,
untuk mengadili masyarakat dengan sewenang-we nang.
Bahwa permasa!ahan se!anjutnYa dan Pasa1 381uncto Pasa1 55 UU o quo
adalah ketentuan tentang -penetapan sanksi pidana pokok yang isa
diberlakukan secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana en a,
karena penggunaan kata "don ot@""yang dapat menimbulkan kerancuan
kareiia ada kesan 'bersifat kumulasi'*
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B. PASAL38JUNCTO PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
TENTANG TELEKOMUNIKASI BERTENTANGAN DENGAN DENGAN PASA
AYAT(31UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945

I. Bahwa pada Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar ^945, menyatakan,
inNegoro lndonesio odoloh negoro hukum".(Bukti P-,. I

1,945Bahwa meIalui ketentuan Pasal L ayat (3) Undang-Undang Dasar
(untuk selanjutnya disebut dengan UUD ,. 945) tersebut konsepsi Negara
Hukum atau "Rechtsstoot" yang sebelumnya hanya tercantum da am
Penjelasan selanjutnya dirumuskan dengan tegas pada batang to u
UUD 1945.

3. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, daiam konsep Negara
Hukum itu, diidealkan bahwa yang herus dijadikan panglima a!am
dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun
ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam a asa
Inggeris untuk menyebut prtnsip Negara Hukum adalah 'the rule of low,
not of mon'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum
sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertinda se agai
'wayang' dari skenario sistem Yang mengaturnya. Makalah, Gagasan
Negara Hukum Indonesia, Prof, Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H, (Bukti P-8,
halaman L)
Bahwa Iebih Ianjut menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. , Gagasan
Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat u urn
itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkea ian,
dikembangkan dengan menata supra struktui dan infra str11 or

Halaman 7 dari 1.9

\

:)

17

,)
..

2,

,

I

:)

,

J

.\

*,

I>

.>
*,

4,

\



.)

~\
.. J

-^.

I

\

>

\
I

\
~I

I)

\

I)

I)-

kelembagaan pointik, ekonomi dan SOSial yang tertib dan teratur, serta
dibina dengan meinbangun budaya dan kesadaran hukum yang rasiona
dan impersonal daiam kehidupan bermasyarakat, berbangsa an
bemegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun
(low making) dan ditegakkan (low enforcing) sebagaimana mestinya,
dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi
kedudukannya. (Vide Butti P-81

5. Bahwa menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang dise utnya
dengan istilah rechtsstoot itu mencakup empat elemen penting, yaitu:
perlindungan hak asasi inariusia; 2. pembagian kekuasaan;
pemerintahan berdasarkan undang-undang; peradilan tata usa a
negara;(Bukti P"9, halaman 1251

6. Bahwa beadasarkan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. , ada ua
belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechsstoot) yang berlaku di zaman
sekarang, Hal inaria kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar-pi ar
Utama yang menyangga berdiritegaknya suatu negara modern se ingga
dapat disebut sebagai Negara Hukum IThe Rule of Low, ataupun
rechtsstoot) dalam am yang sebenarnya. Adapun kedua belas prinsip
pokok Negara Hukum tersebut: I. . Supremasi hukum tsupremocy of
Low); 2. Persamaan daiam hukum IEquolity before the low); 3. Asas
Legalitas (Due Process of Low); 4. Pembatasan Kekuasaan; 5. Organ-
organ eksekutif independen; 6. Peradilan bebas dan tidak meiniha ;
Peradilan tata usaha negara; 8. Peradilan Tata Negara (Constitutional
Court); 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; 1.0. Bersifat demokratis
(Democratische Rechtsstoot); It. Be FFungsisebagaisarana mewujudkan
tujuan bemegara (Welfare Rechtsstoot); dan 1.2. Tranparansi dan
kontrolsosial, (Vide BukLi P-9, halaman ^26-L3^)
Bahwa baikJulius Stahl dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. , bemendapat
penghormatan dan perlindungan hak asasi inariusia merupakan sa a
satu ciri dari negara hukum. Halini selaras dengan prinsip-prinsip Yang
dianggap sebagai ciri penting Negara Hukum .menurut e
Internosionol Commission of Jurists" itu adalah sebagai berikut: I.
Negara harus funduk pada hukum; 2. Pemerintah menghormati hak-ha
in dimdu; 3. Peradilan Yang bebas dan tidak meinihak.
Bahwa sebagai wujud pengakuan negara Indonesia tera ap
perlindungan hak asasi inariusia Pasa1 281 ayat (4) UUD L945
menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, an
pemenuhan hak asasi inariusia adalah tanggung jawab negara, terutama
dalam halini adalah pemerintah.
Bahwa Iebih Ianjut negara meIalui konstitusi telah menjamin dengan
terang dan tegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasa1 281 ayat (5)
bahwa "Untuk menegokkon don menndungi hok o505i moriusio sesuoi
dengon prinsip negoro hukum yong demokrotis, inoko peloksonoon o
o505i moriusio djjomin, didtur don dituongkon do!urn peruturon
perundong-undongon ,
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to. Bahwa untokmelindungihakasasimanusia dimaksud dan mein en g
kekuasaan negara untuk meIakukan tindakan yang sewenang-wenang
terhadap rasa keadilan masyarakat inaka dalam konsep negara u urn,

harus memberikanjaminan kepastian hukum.negara
dibutuhkan masyarakat demiIt. Bahwa kepastian hukum tersebut juga

tegaknya ketertiban dan keadilan.
Bahwa sebagaimana dikutip o1eh B. Anef Sidharta, dalam inakaa ,
"Gagasan Negara Hukum Indonesia, Prof, .Dr. ,jinly Asshid iqie, ,
halaman 5, Scheltema merumuskan padangannya tentang unsur-unsur
dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, antara lain era unya
kepastian hukum. Dalam pengertian tersebut, Negara hu urn un u

bh k astian hukum terwujud daiambertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwuju aam
masyarakat. Hukum bertujuan untukmewujudkan kepastian u urn an
predikbilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama a am
masyarakat bersifat "predictoble"(vide Bukti P-81
Bahwa Iebih Ianjut Scheltema menerangkan asas-asas yang ter an ung
dalam atau terkait dengan kepastian hukum itu adalah:

a. Asas legalitss, konstitusioanalitas, dan supremasihukum;
b. Asas-asas undang-undang menetapkan berbagai peranga

peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya me a u an
tindakan pemerintahan;

sebelumc. Asas non-ratroaktif perundang-undangan,

undang-undang harus Iebih dulu diundangkan dan
secara lavak;

d. Asas peradilan bebas, independent, imparsial, dan objekti, rasiona ,
adjl dan inariusiawi;

e. Asas non-Iiquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena a asan
undang-undangnya tidak ada atau tidakjelas;

f, Hak asasi inariusia harus dirumuskan dan chiamin perlindungannya
daiam undang-undangatau UUD. (vide ButtiP-8)

tindakan1.4. Bahwa asas legalitas ini menjadi dasar bahwa setiap
pemerintah harus did asarkan pada peraturan perundang-un angan aga
menjamin perlindungan kepada masyarakat dan kernungkinari obuse of
power.

1.5. Bahwa menurut MDeljatno, ada tiga pengertian yang terkan ung a a
dan diancamasas legalitas. Pertain@, tidak ada perbuatan yang dilarang

dengan pidana kalau halitu terlebih dahulu belum dinyatakan aam
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suatu aturan undang-undang. Keduo,

mengikat
diumumkan

erbuatan idana tidak boleh di uriakan analo i. Keriga, aturan-aturan
hukum pidana tidak berlaku surut. (Butti P-^0, halaman 76)

dalam menentukan adan a

Halaman 9 dan 1.9
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1.6. Bahwa pengeitian yang kedua itu juga sama pengertiannya dengan
Iarangan untuk menerapkan ketentuan pidana secara analogis (nu"urn
crimen sine lege stricto: tiodo ketentuon pidono tentecuoli dirumuskon

secoro sempit/ketotdidolomperoturon perundong-undongon),(Bukti P-

1.1. , halaman 3591

,. 7. Bahwa Daiam konteks pengertian Yang kedua itu, asas legalitas terse at

berkaitan erat dengan kepastian hukum yang dilihat dan sisi kepastian

dalam hukum yang dimaknai, bahwa setiap norma hukum itu harus

dirumuskan dengan kalimat-kalimatyang did alamnya tidak mengandung
hak-hakpenafsiran yang berbeda-beda. Ha! dimaksud agar menjamin

masyarakat untuk tidak dikenakan norma atau ketentuan pidana Yang

diterapkan terhadap perbuatan yang sebenarnya tidak dimaksud an
o1eh norma atau ketentuan pidana yang bersangkutan.

1.8. Bahwa ruinusan delik pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasa1 38 Iuncto Pasa1 55 UU o quo adalah rumusan Yang tidak jelas dan
mudah dipahami. Karena tidak menerangkan kesengajaan (dojus) atau
ketidak sengajaan (CUIvo). Kernudian ketentuan o quo juga tidak dapat
memberikan pemisahan terhadap akibat, apakah kerusakan itu

permanen atau sementara sifatnya.

1.9. Bahwa ketidakjelasan ruinusan pada Pasa1 38 UU a quo, tentang

ketentuan pada frasa "Setiap Drang dimr"rig melok"kan perb, ,aton

yang dopat menimb"Ik@n gangg"@rinsik. .. tech@drip penyelenggnr"on
telekomunik@^", terang dan nyata telah mengabaikan prinsip kepastian

hukum sebagai salah satu ciri dari Negara Hukum atau sekurang-

kurangnya telah bertentangan dengan asas legalitas dan prediktibiitas,
20. Bahwa Iebih Ianjut, jika merujuk pada Pasa1 5 Undang-Undang RI Nomor

1.2 Tahun 20.1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Pasa1 38 Iuncto Pasa1 55 UU o quo telah mengabaikan dan menyalahi
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang balk, Yang

inaria mewajibkan tegaknYa asas kejelasan ruinusan. Maksud dari asas
Haiaman 1.0 dan 1.9
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kejela^an rumusan" sebagaimana chielaskan di dalam penjelasan Pasa1 5
huruff UU 1.2 Tahun 201.1 adalah "bobwo setiop Peroturon Perundong-

undongon horus memenuhi persyoroton teknis penyusunon Peruturon
Perundong-undongon, sistemot^^0, pinhon koto otou 1stnoh, serto

tidokhoboso hukum yong leios don mudoh dimengerti sehihggo
menimbukbn berbogoi ingcom 'interpretosi dojom peloksonoonnyo.

(Bukti P-31

2, .. Bahwa UU 1.2 Tahun 20, .I. meskipun daiam hierarki formal peraturan
perundang-undangan termasuk daiam kategori Undang-Undang Yang

dalam pengertiankedudukannya setara dengan UU o quo, namun
dan ketentuan Pasa1 22A UUDsubstantif merupakan perpanjangan

1,945, yang menyebutkan, "Ketentuon Iebih 10njut tentong coro
pembentukon undong-undong dioturdengon undong-undong .

22. Bahwa Iika Iebih Ianjut dikaitkan pula dengan asas-asas terkait materi
Pasa1 55suatu peraturan perundang. undangan, inaka Pasa1 38 Iuncto

UU a quo telah menyalahi dan melanggar asas-asas sebagaimana ia or
dalam Pasa1 6 ayat (1) huruf i UU 12 Tahun 201.1. , VBitu asas ketertiban

"asas keterribandan kepastian hukum. Adapun Yang dimaksud dengan
dan kepastian hukum" sebagaimana direlaskan dalam Penjelasan Pasa

1.2 Tahun 201.1 ' adalah "bohwo setiop Motori6 ayat (L) huruf i UU
Muoton Peroturon Perundong-undongon horus dopot mewujudkon
ketertibon dojom ingsyorokot meloluijominon kepostion hukum. " tvide
Bukri P-3)

23. Bahwa jika dikaitkan dengan hak asasi inariusia setiap warga negara,
Pasa! 3 ayat (2) Undan^sebagaimana dengan tegas dinyatakan daiam

Nomor 39 Tahun 1,999 Tentang Hak AsEisi Manusia, yaitu:Undang
berhok otos pengokuon, joiningn, perlindungon don"Setiop orong

permkuon hukum yong odilserto mendopot kepostion huk"in on
perlokuon yong somo didepon hukum. inaka ruinusan Pasa1 38 Iuncto
Pasa1 55 UU a quo dirumuskan dengan mengabaikan hak-hak asasi
tersebut. (Bukti P-41

24, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ruinusan Pasa1 38 juristo
Pasa1 55 UU a quo sepanjangfrasa "perbuoton yong dopotmenimbu on

telekomunikost" secaragongguon fistk. .. terhodop penyelenggoroon
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terang, dan nyata telah malanggar Prinsip Negara Hukum Ithe rule of
Law}, kareno:

a. Meldnggar prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan
asas legalitas dan prediktibilitas;

pembentukan peraturan perundang-b. Melanggar

undangan yang baik;

c. Melanggar asas-asas mengenai

undangan; dan

hak atas pengakuan,d. Melanggar hak Asasi Manusia, khususnya
adjl setLajaminan, perlindungan dan perlakuan hukum Yang

mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan
hukum.
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C. PASAL38JUNCTO PASAL55 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
TENTANG TELEKOMUNIKASIBERTENTANGAN DENGAN PASAL280 AYAT in
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBL1!<1NDONESIATAHUN 1,945

^. Bahwa Pasa1 280 ayat (1) UUD 1945, menyatakan:"Setiop orong berhok
otos pengokuon, joininon, perilndungon, don kepostion hukum yong o i
sertoperlokuon yangsomo dihodopon hukum".(Vide BuktiP".. I

2. Bahwa dalam ketentuan Pasa1 38 Undang-Undang o quo mengan ung
tiga unsur, yaitu:

11 unsursetiaporang (subyektif);11
2) unsur meIakukan perbuatan yang berekibat terhadap timbulnya
gangguan penyelenggaraan telekomunikasi(obyektif); dan

3 unsur menimbulkan gangguan fisik dan eiektromagnetik terhadap3)
penyelenggaraan telekomunikasi Obyektif);

3. Bahwa unsur yang sama juga terdapat dalam pasa1 55 Undang-Un ang
o quo, karena Pasa1 55 merupakan ketentuan Yang mengatur ancainan
pidana atas perbuatan sebagaimana yang dilarang dalam Pasa1 38 0 quo;

4. Bahwa menurut Drs. P, A. F. Lainintang. , S. H. , yang dimaksud dengan
unsur-unsur subjektjj itu adalah unsur-unsur yang meIekat pada diri si
pelaku atau yang berhubungan dengan dinsi pelaku, dan termasu e
da!amnya yaitu segala sesuatu Yang terkandung dida!am atinya,
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obiektff'itu adalah unsur-unsur
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan inaria, yaitu di a am
keadaan-keadaan inaria tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus
dilakukan.

I\,
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inuatan materi perundang-
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Unsur-unsur subjektff'dari suat^. tindak pidana itu adalah:
^) kesen'Baiaan atau ketidaksengajaan (dojus atau CUIvo);
2) inaksud atau voOrnorij^n pada suatu percobaan atau poging

sepertiyang dimaksud did alam Pasa1 53 ayat I KUHP;
31 macam-macam inaksud atau o09merk seperti yang terdapat

misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

VODrbedochte rood sepertimerencanakan terlebih dahulu atau

yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunu an
menurut Pasa1 340 KUHP;

51 perasaan takut atau vress sepertiyang antara lain terdapat dalam
ruinusan tindak pidana menurut Pasa1 308 KUHP.
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4)

Unsur-unsur objektfy'dari suatu tindak pidana itu adalah:
I) sifat melanggar hukum atau wederrechtteljjkheld;
2) kualitas dan si-pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang

pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasa1 4
KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu
perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasa1 398 KUHP

3) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu keriyataan sebagai akibat. (Bukti P-,. 21

5. Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara u urn,
sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Pasal, . ayat (3) UUD 1,945.

6. Bahwa pembentukan pasal-pasal daiam Undang-Undang senyatanya ti a
boleh beltentangan dan harus bersesuaian dengan norma sebagaimana
termuat didalam UUD 1,945 yang merupakan dasar dan sum er
pembentukannya.

7. Selain itu, salah satu ciri dan negara hukum yaitu adanya kepastian
hukum dan perlakuan yang sama of inuka hukum, sebagaimana ia ui
dan chiamin daiam Pasa1 280 ayat (L) UUD 1945 Yang menyatakan,
"setiop orong berhok otos pengokuon, joininon, perlindungon, on
.kepostion hukum yong odilserto perlokuon yang somo I o apon
hukum". Ketentuan konstitusitersebut, selain memberijaminan epa a
setiap warga negara juga mewajibkan negara me asana
kewajibannya untuk mejindungi dan memenuhi hak warga negaranya

dalam bentuk Undang-tersebut da!am segala kebijakannya salah satunya
Undang,

8. Bahwa Pasa1 38 dan Pasa1 55 Undang-Undang o quo merupa an
ketentuan yang mengatur perbuatan pidana di sektor penye enggara
telekomunikasi. 01eh karenanya kepastian hukum dalam konteks u urn
pidana tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas Yang diterapkan secara
ketat.

Bahwa terdapat empat syarat asas legalitas, yaitu: pertaina, ti a a a
perbuatan pidana dan pidana tanpa undang-undang sebelumnya (asas
nu"urn crimen, noelo poeno sine lege proviol), Kedua, tidak ada perbuatan

Halaman 1.3 dari3.9
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pidana, tidak ada pidana tanpa undang"undang tertulis (asas nullum
crimen, noelo poeno sine lege lege scripto). Ketiga, tidak ada perbuatan
pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undangundang yang jelas (asas
nullum crime, nullo'poeno sine lege certo). Keempat, tidak ada perbuatan
pidana, tindak pidan'a tanpa undang-undang yang katat (asas nullum
crimen, noelo poeno Sine lege stricto). IBuktiP-,. 3, halaman 6)

1.0. Bahwa terkait as6s Iex certo atau dikenaljuga dengan nama
Bestimmtheitsebot menurut Jan Reinellink perumusan ketentuan pidana
yang tidak jelas atau terlalu ruinit hanya kan meinuncutkan keti a
pastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana)
karena warga selalu akan dapat meinbela din bahwa ketentuan-
ketentuan sepertiitu tidak bereuna sebagai pedoman perilaku. (Butti P-
3.1. , halaman 3581

1.1. Bahwa rumusan unsur "setiap orang" atau "bareng siapa" dalarr! Pasa1 38
terkecual. i, yangUU Telekomunikasi merupakan kriteria urnum tanpa

beram bahwa "Setiap orang yang dianggap meIakukan tindakan yang
dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terha a^.
penyelenggaraan telekomunikasi dapat dipidana'. Ketentuan ini adala
multitafsir, subjektif dan sangat tergantung interpretasi dari
penyelenggara telekomunikasi in aupun aperatur penegak hukum, engan
kata lain berpotensi untuk disalahgunakan.
Bahwa unsur"setiap Drang" daiam Pasa1 38 UU Telekomunikasitersebut
tidak memisahkan pidana karena kesengajaan atau pidana karena
kelalaian, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum .

13. Bahwa Pasa1 38 UU Nomor 36 Tahun 1999 dirumuskan secara samar-
samar, tidak Ielas dan rinci tentang perbuatan inaria yang dikualifikasi
sebagai tindak pidana, serta pengertiannya terlalu Iuas dan ruinit,
khususnya firasa "melokukon perbuoton yang dopot menimbulon
gongguon fistk. .. techodop pelenyelenggoroon telekomunikost'. Sehingga
berpotensi disalahgunakan o1eh penyelenggara telekomunikasi inaupun
aparatur penegak hukum. 01eh karenanya ketentuan a quo menimbulkan
ketidak pastian hukum dan me langgar hak konstitusi Para Pemohon.
Bahwa ketentuan Pasa! 38 juristo Pasa1 55 Undang-Undang o quo jelas
bertentangan dengan asas Iex certo, karena unsur-unsurnya ti a
dirumuskan secara terang, jelas dan tegas serta tidak dirumuskan dan
disebutkan batas-batas atau makiud perbuatan inaria yang dilarang.
Bahwa dengan ketidakjelasan batssan dan inaksud perbuatan inaria Yang
dimrang Dieh Pasa1 38 juristo Pasa1 55 Undang-Undang aquo dapat
menyebabkan ketidakpastian hukum daiam implementasi
penegakkannya.

1.6. Bahwa asas Iex certo menghendakirumusan hukum/undang-undang Yang
jelas dan pasti sehingga setiap individu meinperoleh kepastian hukum,
dan tidak terancam o1eh pasal-pasal Yang multi tafsir, sebagaimana apa
yang dikemukakan Boot, "prinsip nullum crimen, nu"o poeno sine ege
certo. Artinya, tidak ada perbuatan pioana, tidak ada pidana tanpa aturan

Halaman 1.4 dari, .9
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undang-undangyang jelas, Konsekuensi selanjutnya dari inakna ini a a a
bahwa ruinusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersiat
multitafsir yang dapat meinbahayakan bagi kepastian hukum, pemiian
pula daiam hal penuntutan, dengan ruinusan yang je!as penuntut urnum
akan dengan mudah menentukan inaria perbuatan-perbuatan y^^g
dikualifikasikan sehagai perbuatan pidana dan inaria yang bukan. Wide
Butti P-,. 0, halaman 79)
Bahwa masih menurut Boot, hal yang berkaitan dengan asas legalitas
adalah "prinsip nullum crimen, nullo poeno sine lege stricto. Artinya, ti a
ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang Yang ketat.
Konsekuensi dan inakna ini secara implisit tidak meinperbo!ehkan
analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga ti a
menimbulkan perbuatan pidana baru".(Vide Bukri P-,. 0, halaman 791
Bahwa seianjutnya tentang sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasa
55 UU o quo yang menyebutkan, borong slopo yong melonggor
ketentuon sebogoimono dimoksud POS01 38, dipidono dengon pidono
periloro pollng loin0 6 fellom) tobun don otou dendo poling bonyok Rp.
600,000,000,00 (enom rotusjuto rupioh)", adalah ketentuan yang tidak
jelas, berlebihan dan tidak adjl serta memberi peluang dan kebebasan
Yang relatif kepada hakim untuk meinilah-meinilih jenis pidana, berat-
ringannya pidana dan cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksana an.

Pertaina, ketentuan mengenai sanksi pada Pdsa1 55 UU a quo tidak jelas
menentukan pertanggungjawaban pidana tersebut untuk Ienis tin a
pidana yang dikualifikasi sebagai delik dojus atau delik CUIvo sebagaimana
dibandingkan dengan ketentuan Pasa1 408 dan Pasa1 409 KUHP Yang
dengan jelas mengkualifikasi inaria tindak pidana Yang dikualifikasi
sebagai delik dojus dan delikculv0,18ukti P-,.,.)
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1.7.

1.8.

Kedua, karena froso don otou dendo poling bonyok Rp. 600,000,000,00
Ienom rotus juto rupiah) bisa diberlakukan o1eh penguasa atau hakim
secara kumulatif sebagai sanksi pidana pokok. Jika dibandingkan dengan
Pasa1 408 dan Pasa1 409 KUHP inaka untuk delik dojus dikenakan sanksi
pidana penjara paling lama empat tahun, sedangkan untuk sanksi e i
CUIvo dikenakan sanksi pidana secara alternatif yaitu kurungan paling
lama satu bulan atau pidana denda paling banyak senbu Iima ratus
rupiah. (vide Bukti P-,.,.)

Ketiga, bahwa pidana meiniliki sisilemah Yang hanya menguntung an
bagi Grang-orang Yang meiniliki kernampuan finansiallebih. Sehingga
ketentuan ini mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan,
ketidak adjlan serta bersifat diskriminatif. Keempat, individu yang
dijatuhkan sanksi pidana tersebut, o1eh Penye!enggara Telekomunikasi
Yang menjadi korban atau setidak-tidaknya mengalami kerugian dapat
pula dituntut mengganti kerugian yang ditimbulkan me!alui sengketa

Halaman ,. 5 dan ,. 9
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keperdataan atau setidak-tidaknya dengan mengutamakan musyawarah.
Sehingga dengan demikian penerapan pidana denda tersebut adalah
tidak tepat, karena pidana denda hanya menguntungkan negara. (Bukti
P-,. 4A dan Bukti P-,. 4B)

19. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasa1 38 lurido Pasa1 55 UU o quo
yang mengatur suatu ketentuan pidana, dalam ruinusannya dapat
dinyatakan metanggar asas legalitas Yang menyebabkan ketidak pastian
hukum, perbedaan perlakuan atau diskrjmjnatif dan tjdak adjl dan
berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang kepada masyarakat,
karena memberikan kebebasan yang sangat Iuas kepada hakim untuk
menjatuhkan sanksi tindakan atau tidak terhadap oreng Yang didakwa
khususnya, dan termasukjuga dalam halini Para Pemohon.

20. Bahwa meskipun kebebasan hakim itu tidak dapat dihilangkan, tapi
kebebasan Yang dijalankan o1eh para hakim harus dibatasi, karena
pembatasan itu merupakan asumsi utama yang diajukan o1eh Justice
Model. Yang inaria menurut Charles P. Mc, Dowell, justice model berisi
seiumlah asumsi utama, termasuk berikut ini:

a. Agar keadilan bisa ditegakkan, semua sanksi pidana harus 'pasti
atau 'tepat';

b. Prinsip just desert' dan bukan perlakuan beadasarkan individu
harus mengatur sanksi yang diterima o1eh pelanggar;

c. Sanksi pidana harus ditetapkan o1eh badan legislatif dan sempit
dalam batas-batas;

d. Dibandingkan dengan prektek pemidanaan sekarang, lainenya masa
penjara harus dikurangi;

e. Kebebasan Yang dinalankan o1eh para hakim harus dibatasi;
f. PembebasanbersYaratharusdihapuskan.
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21. . Bahwa berdasarkan daiil-dalil tersebut diatas dengan demikian hak-hak
Ketentuan Pasa1 38 Iuncto Pasa1 55 UU o quo adalah norma yang tidak
memberikan jaminan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan
Pasa1 280 ayat 13. ) UUD 1945.

Dengan uraian sebagaimana diterangkan diatas, jelas dan nyata bahwa hak
konstitusional Para Pemohon setidak-tidaknya dapat dirugikan (secara potensial)
Dieh pemberlakuan ketentuan Pasa1 38 juncto Pasa1 55 UU a quo. Bahwa dan
uraian dalil Para Pemohon diatas, jelas jika permohonan ini dapat dikabulkan
inaka sekurang-kurangnya kerugian potensial atas hak-hak yang dapat
ditimbulkan dan Undang-Undang a quo tidak tenadi atau dengan kata lain hak-
hak konstitusinal Para Pemohon dapat ter!indungi.
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IV. PROV!SI
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I. Bahwa benar Pasa1 58 UU MK menyatakan, "Undong-undong yong di!4iioleh
Mohkomoh Konstitusitetop berloku, sebelum odo putuson -yong menyotokon
bohwo undong-undong tersebut hertentongon dengon Undong-Undong 0050r
Negoro Republik Indonesio Tohuh 1945", daiam pengertian dimaksud inaka
Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku kedepan (prospektjf) dan tidak berlaku
surut fretrooktjj),
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2. Namun untuk mencegah tenadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional
Para Pemohon, inohon agar Maielis Hakim Konstitusi menerbitkan putusan sela
yang memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan
Peruakilan Rakyat untuk menghentikan proses revisi UU Telekomunikasi
termasuk Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya, sampai dengan adanya
putusan Mahkamah Kontitusi dabm perkara a quo.

3. Bahwa UU MK meinarig tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan
Provisi, namun menurut pendapat Para Pemohon, hakim dapat berkreasi untuk
mengisi kekosongan hukum sebagaimana dilindungi dengan ketentuan Pasa! 5
ayat(,.) Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang menyatakan, "Hokim don hokim konstitusiwqjib menggolj, mengikut4 don
memohominiloi-niloihukum don roso keodilon yonghidup doom inOSyorokot",

4. Bahwa Pasa1 55 UU MK, juga mengatur mekanisme penghentian sementara
pengujian peraturan Perundang-Undangan dibawah undang~undang yang
dilakukan o1eh Mahkamah Agung jika menggunakan a!at uji undang-undang
yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, Ketentuan tersebut didasarkan agar
Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang diuji o1eh
Mahkamah Agung putusannya tidak menimbu!kan pertentangan dengan
putusan Undang~Undang yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah
Konstitusi, Dengan kata lain, dapat ditafsirkan bahwa Peraturan Perundang-
Undangan dibawah Undang-Undang tidak dapat diputuskan bertentangan atau
dibatalkan (yang meinbawa dampak berubahnya isi/ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dibawah Undang-Undang) sampai dengan adanYa
putusan Mahkamah Agung.

5. Bahwa selain danpada itLi terhadap Undang-Undang, ketentuan Pusal ,. O ayat
(I. ) huruf d UU 1.2 Tahun 201.1 menyebutkan, "MoteriMuoton yong horus diotur
dengon Undong-Undong berisi tindok 10njut otos putuson inohkomoh
konstitusi. Lebih Ianjut Pasa1 10 ayat (2), menyatakan, "rindok loryut otos
putuson Mahkomoh Konstitusisebogoimono dimoksud podo oyot (2) huruf d
di/okukon o1eh DPRotouPresiden.
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6. Bahwa dengan perumbangan untuk menjaga keutuhan sistem hukum dalam
negara dan dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adjl sebagai hak
konstitusional warga Negara, Mahkamah Kontitusi kiranya dapat meinbuka
ruang untuk menambah kewenangan memerintahkan penghentian sementara
waktu tindakan hukum terkait perkara yang diuji tidak sebatas seperti
ketentuan yang telah diatur saat ini.

\
~,

I>

I>

>

J

I)

I\
L/

>

I)

>

o

D

,

D

,

,

I)

!>

:)

^>

\

V. PETITUM

Beadasarkan hal-halvang telah diuraikan di atas dan bukti~buktiterlampir, dengan
ini Para Pemohon memohon kiranya Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang
Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menghentikan untuk sementara segala upaya perubahan atau revisi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan
terhadap seluruh peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang o
quo hingga adanya putusan dan Mahkamah Konstitusi,

Dalam Pokok Perkara

I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;

2, Menyatakan ketentuan Pasa1 38 juncto Pasa1 55 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 1,999 Tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1,999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881. ) bertentangan dengan Pasal I. ayat (3) dan
Pasa1 280 ayat (1) UUD 1945;

3. Menyatakan ketentuan Pasa1 38 juristo Pasa1 55 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 1,999 Tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1.999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881. ) tidak mein punyai kekuatan hukum mengikat
dengan segala akibat hukumnya;

4* Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya,

Dalam Provisidan Dalam Pokck Perkara

Apabila Malelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, inohon putusan yang seadil
adjlnya (ex oequo et bono)
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Vl. PENUTUP

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang ini kami sampaikan, atas
perhatian dan kearifan Malelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.
Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kamilampirkan bukti-bukti. dan daftar
sementara ahli.
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HDrmatkami,

KUASAHUKUM PARAPEMOHON

Jakarta, 6 Februari 203.7
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SATRIADEWANTORO, S. H.
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